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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10/PMK.02/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 32/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA 

PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan memperlancar pelaksanaan 

pencairan subsidi bantuan uang muka perumahan dan 

subsidi bunga kredit perumahan dengan 

mempertimbangkan perubahan organisasi di lingkungan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

perlu mengubah ketentuan mengenai Kuasa Pengguna 

Anggaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi 

Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga 

Kredit Perumahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata 
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Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban 

Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan 

Subsidi Bunga Kredit Perumahan;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka 

Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 340); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

32/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, 

PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI 

BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA 

KREDIT PERUMAHAN. 
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Pasal I 

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan 

Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 340) 

diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BA BUN 

menunjuk Direktur Pelaksanaan Pembiayaan 

Perumahan-Direktorat Jenderal Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan-

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bantuan Uang 

Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan, 

yang selanjutnya disebut dengan KPA. 

(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan 

keputusan untuk menetapkan: 

a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil 

keputusan dan/atau melakukan tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 

negara; dan 

b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan 

pengujian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran. 

(3) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa 

Bendahara Umum Negara. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Februari 2020 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Februari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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